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Abstrak
 

Pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang sangat dihindari baik oleh pekerja maupun pengusaha. Hal

ini dikarenakan terdapat banyak potensi konflik yang terjadi karena pemutusan hubungan kerja. Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengamanatkan

bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang PPHI menawarkan metode penyelesaian perselisihan yang

dapat dilakukan diluar pengadilan. Melakukan perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi

merupakan opsi yang ditawarkan Undang-Undang PPHI demi menciptakan solusi yang dapat

menguntungkan bagi semua pihak. Mengenai pelaksanaan perundingan bipartit, serikat pekerja/buruh atau

pengusaha dapat memohonkan pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing. Berbicara

mengenai organisasi para pekerja, pastinya tidak akan lepas dari eksistensi serikat pekerja. Penyelesaian

perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat menggunakan kuasa pekerja yang diberikan kepada serikat

pekerja. Skripsi ini menjelaskan permasalahan mengenai kewenangan serikat pekerja yang mewakili pekerja

berdasarkan kuasa untuk dapat menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan melakukan

analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Penelitian ini menggunakan

metode penelitian yuridis normatif dan juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder

berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan, kewenangan

serikat pekerja sebagai penerima kuasa pekerja dalam upaya penyelesaian perselisihan melalui perundingan

bipartit akan berlaku dan berjalan sesuai dengan kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa yang telah

diberikan oleh para pekerja sebagai pemberi kuasa.

......Termination of employment is something which is highly avoided by both workers and employers. It is

because there are many potential conflicts which occur due to termination of employment. Law Number 2 of

2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes stipulates that the settlement of industrial

relations disputes should prioritize deliberation and consensus. Therefore, in order to realize it, the PPHI

Law offers a dispute resolution method which can be conducted outside the court. Furthermore, conducting

bipartite negotiations, conciliation, arbitration and mediation are options which offered by the PPHI Law in

order to be able to create solutions which useful for all parties. Regards to the implementation of bipartite

negotiations, trade/labor unions or employers can request assistance from their respective organizational

units. In addition, discussing about worker’s organizations certainly cannot be separated from the existence

of trade unions. Settlement of disputes on termination of employment can use the power of attorney which is

given to the union. This thesis explains the problem regards to the authority of trade unions which represent

workers based on power of attorney to be able to resolve disputes over termination of employment by
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conducting an analysis of the Supreme Court Decision Number 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Moreover, this

study used normative juridical research methods; besides, conducted literature studies in order to obtain

secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the

shows that the authority of the trade union as the recipient of the worker’s power of attorney in efforts to

resolve disputes through bipartite negotiations will apply and operate in accordance with the power set forth

in the power of attorney which has been given by the workers as the authorizer.


